SALINAN

2ZJAL\
BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI
PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU, PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN, PAJAK SARANG BURUNG WALET KEPADA WAJIB PAJAK
SECARA ONLINE DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

a. bahwa untuk memberikan sanksi yang tegas dan
tepat kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia
melakukan pemasangan dan/atau tidak
mengaktifkan secara maksimal alat dan/atau sistem
perekam data transaksi usaha yang dipasang pada
Wajib Pajak, maka beberapa pasal dalam Peraturan
Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Penggunaan Alat Perekam Data
Transaksi Pembayaran Pajak Barang dan Jasa
Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Pajak Sarang Burung Walet Kepada Wajib Pajak
Secara Online di Wilayah Kabupaten Tanah Laut
perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Penggunaan Alat Perekam Data
Transaksi Pembayaran Pajak Barang dan Jasa
Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Pajak Sarang Burung Walet Kepada Wajib Pajak
Secara Online di Wilayah Kabupaten Tanah Laut;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negerai Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Tanah
Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah



Menetapkan

13.

14.

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor
2);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2022 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 96 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN
PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI
PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU,
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK
SARANG BURUNG WALET KEPADA WAJIB PAJAK
SECARA ONLINE DI WILAYAH KABUPATEN TANAH
LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun
2022 tentang Pelaksanaan Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi
Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet Kepada Wajib Pajak Secara Online
di Wilayah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 96) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi
kepada Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pemasangan alat
dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data
transaksi pembayaran Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak yang tidak bersedia untuk dilakukan pemasangan
dan/atau tidak mengaktifkan secara maksimal alat dan/atau



sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi
pembayaran Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Wajib
Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan dan/atau tidak
mengaktifkan secara maksimal alat dan/atau sistem perekam
data transaksi wusaha yang dipasang pada Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penempelan tulisan yang menerangkan Wajib Pajak tidak
bersedia melakukan pemasangan dan/atau tidak
mengaktifkan secara maksimal alat dan/atau sistem perekam
data transaksi usaha atau Wajib Pajak belum memenuhi
kewajibannya pada lokasi yang mudah dilihat dan mudah
dibaca oleh umum ditempat usaha Wajib Pajak;

penghentian sementara kegiatan;

penghentian tetap kegiatan;

pencabutan sementara izin;

pencabutan tetap izin;

denda administratif; dan/atau

diusulkan untuk ditinjau kembali izin usaha Wajib Pajak
kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perizinan.

S I Y

(3) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Badan Pendapatan

Daerah untuk memberikan teguran lisan dan teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b kepada
Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan
dan/atau tidak mengaktifkan secara maksimal alat dan/atau
sistem perekam data transaksi usaha yang dipasang pada Wajib
Pajak.

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 19

Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam
teguran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c
Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan
dan/atau tidak mengaktifkan secara maksimal alat dan/atau
sistem perekam data transaksi usaha yang dipasang pada Wajib
Pajak maka Badan Pendapatan Daerah bersurat kepada:



a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk
memproses penghentian sementara kegiatan; dan

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
untuk memproses pencabutan sementara izin usaha.

Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 20

Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan
alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam
data transaksi pembayaran yang dipasang pada Wajib Pajak
setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan
pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif penghentian
tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.

Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(3)

Pasal 21

Wajib Pajak dikenakan denda administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g apabila setelah
penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin bersedia
atau tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem
teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi
pembayaran yang dipasang pada Wajib Pajak.

Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Bupati untuk
menerbitkan kembali izin dengan membayar denda administratif
disertai dengan Surat Pernyataan bersedia melakukan
pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem
perekam data transaksi pembayaran yang dipasang pada Wajib
Pajak.

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2023
BUPATI TANAH LAUT,
Ttd
H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd
H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 83



